
 

 
 

BAB V  
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap penolakan hakim dalam 

perkara itsbat nikah pada perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. perspektif 

maqasid syari’ah, maka yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara pada Nomor 

26/Pdt.P/2025/PA.Lbs ini adalah karena pernikahan yang 

dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan 

yang dilarang baik dalam fiqh maupun hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. Pernikahan dilakukan ketika Pemohon II masih berada 

dalam masa iddah nya sehingga pernikahan ini tidak dapat disahkan 

oleh hakim. Putusan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam 

menegakkan ketentuan hukum yang termuat pada Kompilasi Hukum 

Islam (HKI) dan Undang-Undang Perkawinan agar tercipta ketertiban 

hukum. 

2. Dalam perspektif maqasid syari’ah, penolakan itsbat nikah tersebut 

pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah 

kemudaratan. Itsbat nikah ini sudah sejalan dengan tingkatan 

dharuriyat Penolakan tersebut berkaitan dengan perlindungan 

terhadap hifz al-nasl (menjaga keturunan) agar tidak terjadi kerancuan 

nasab, hifz al-din (menjaga agama) melalui penerapan ketentuan 

syariat mengenai masa iddah, serta hifz al-mal (menjaga harta) untuk 

menghindari persoalan hukum terkait harta bersama dan warisan di 

kemudian hari. Namun analisis lebih dalam putusan penolakan itsbat 

nikah ini belum mengakomodasi secara sempurna maqasid syari’ah 

pada tingkatan hajiyyat dan tahsiniyyat. Khususnya yang berkenaan 

dengan hifz nafs, hifaz aql dan hifz al-maal terlihat dari implikasi hukum 

dan sosial yang ditimbulkan akibat tidak diakuinya pernikahan secara 

hukum negara. 



 

 
 

5.2 Saran 

1. Saran penulis untuk para pihak yang itsbat nikahnya ditolak pada 

perkara ini untuk melakukan pembaharuan akad nikah (tajdid nikah) 

dengan memperhatikan ketentuan syari’at islam dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta mencatatkan pernkahannya 

kepada instansi yang berwewenang agar pernikahan yang dilakukan 

berkekuatan hukum dan para pihak mendapatkan hak-haknya. 

2. Saran penulis kepada pembaca yaitu agar tidak melakukan pernikahan 

yang tergesa-gesa dan dapat memahami pentingnya pencatatan nikah 

demi memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. 

3. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian 

dengan pendekatan yang berbeda atau objek yang lebih beragam, agar 

pemahaman mengenai penerapan maqasid syari’ah dalam perkara 

itsbat nikah semakin komprehensif dan kontekstual. 
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